
BUPATI LAMPUNG TIBfUR 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 01 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR 

DENGAN RAHMAT TWHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. 

Mengingat 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

bahwa berdasaiAfcan Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis Retribusi 
daerah kabupaten/kota yang pengaturannya harus 
melalui peraturan daerah; 

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur, Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Retribusi Parkir dipandang tidak sesuai 
lagi dengan situasi dan kondisi saat in i sehingga perlu 
diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Retribusi Parkir; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

Undang-imdang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Timur, 
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahim 2009 Nomor 99, TAmbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5229); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317); 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 
tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 

13. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 04 Tahun 
1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di 
Jalan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampimg Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Keija Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 5); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2010 Nomor 06). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
dan 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIBfUR 
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 3 Tahim 2010 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 3) sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut : 

(1) Struktur dan besamya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di 
tetapkan sebagai ber ikut : 

a. Parkir d i tepi jalan umum; 

- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu 
mpiah) sekali parkir; 

- Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan 4 (empat) sebesar Rp. 
2.000,- (dua r ibu mpiah) sekali parkir; 

- Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih besar sebesar Rp. 3.000,-
(tiga r ibu mpiah) sekali parkir. 

b. Tempat khusus parkir; 

1. Pelataran pasar/lingkungan/taman parkir yaitu : 
- mobil penumpang (sedan, jeep, van, st. wagon serta minibus) 

dan pick up sebesar Rp. 2.000,- (dua r ibu mpiah) sekali 
pcirkir; 

- mobil t ruk dan bus sebesar Rp. 3.000,- (tiga r ibu mpiah) 
sekali parkir; 

- sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu mpiah) sekali parkir. 

2. Gedung : 
- mobil penumpang (sedan, jeep, van, st. wagon serta minibus) 

dan pick up sebesar Rp. 2.000,- (dua r ibu mpiah) sekali 
parkir; 

- mobil t m k dan bus sebesar Rp. 3.000,- (tiga r ibu mpiah) 
sekali parkir; 

- sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu mpiah) sekali parkir. 

(2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u m f b angka 2 adalah 
gedung parkir yang disediakan dan di kelola oleh pemerintah daerah. 



2. Ketentuan Pasal 10 d iubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut : 

(1) Pemungutan re t r ibus i t idak dapat diborongkan. 
(2) Retr ibusi d ipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen la in yang dipersamakan. 
(3) Dokumen la in yang dipersamakan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) dapat berupa karcis, kupon , dan k a r t u langganan. 
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retr ibusi d i te tapkan dengan 

Peraturan Bupat i . 

Pasal I I 

Peraturan Daerah i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung T imur . 

Di te tapkan di Sukadana 
pada tanggal 19 ^an^Wfi" 2015 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

X ERWIN A R i r i N 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 19 Oanuarc 2015 

P l t . S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

ALMATURIDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 0| 

NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG : 9/LTM/2014 


